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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN
2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKAST,

Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
& Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya periu ditetapkan
melalui Peraturan Bupati;

D. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah. ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati
Bekasl Momor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 pelaksanaannya
perlu diubah dan disesuaikan kembali;

C. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas,
perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita MNegara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Megara Renuhlik Indonesia



10.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 4286);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momeor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomaor 4355);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dasrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momar 4437) sebagalmana telah diubah beberapa kall, terakhir
dengan  Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang
Parybahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momeor: 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Uridang:-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran MWegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dam Keuangan Pimpinan dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerinkahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Maonara Romiillil Tadsmasis Tabois 2007 AlAamsmse 87 Tambalkas



Menetapkan :

12,

13.

14.

15,

186,

17,

Peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwsakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Momor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menter Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menter Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang,_
Perjalanan Dinas Dalam MNegeri bagi Pejabat Megara, Pegawai
MNeqeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Momor 72/PMK.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggoia Dewan_
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BLPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN
ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006
TENTANG PETUMIUK PELAKSANAAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI MOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR & TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BEKASL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuwangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Caerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2006 Nomor 2 Serl A) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir
dengan Peraturan Bupati Bekasi Momar 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh
Aras Peraturan Bupati Bekasi Nomar 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentana Perubahan Atas



Protokoter dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketemtuan dalam Bab 1II Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal B

(1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsl dan wewenang
DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten dan keluar Provinsi
harya unituk hal-hal penting dan mendesak,
Kurjungan kerja alat kelengkapan DPRD dalam rangka study banding
keluar Provins! ditetapkan sebagai berikut :

(2)

(3)

d.

2.

Badan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2
(dua) kali per tahun.
Badan Anggaran dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2
(dua) kall per tahun,
Badan Legislasi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1
(satu) kali per tahun.
Badan Kehormatan dapat melaksanakan kurjungan kerja maksimal 1
(satu) kali per tahun,
Komisi-komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1
(satu) kali per tahun,

Pelaksanaan perjalanan dinas study banding kepada yang bersangkutan
dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupalen Bekasi diberikan biaya

perjalanan dinas sebagai berlkut sebesar Rp. 500,000,-/orang/hari.

Perjalanan dinas wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang
diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000,- forang/hari.

Parjatanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam
Propinsl Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten, dapat
diberikan:
- Biaya Transport (a8 cost) sebagal berikut :
a). Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok
sebesar Rp. 200.000,- forang/hari.

b). Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Provinsi Banten sebesar
Rp. 300.000,- /orang/hari.

¢). Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur
sebesar Rp. 400.000,-forang/han,

d). Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
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b).

o).

d}.

e

Kuningan,

ran sebesar Rp. 700.000,-/orang/harl.

Uang Hafrlan (fumpsum) sebagal berikut :
a). Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang

I@tmaﬂm Tasikmalays, Kota
3, Kotz Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten

Selatan !
Uang Harian (Rp./orang/hari)
Uraian Uang Uang Tranpart Jumlah
Saku Makan Lokal
Ketua/Wakil &50.000 500.000 150.000 | 1.300.000
Ketua DPRD
Anggota DPRD | 550.000 500,000 150.000 | 1.200.000
Provinsi Banten :
Uang Harlan (Rp./orang/hari}
Uraian Uang Saku | Uang Tranpaort Jumlah
Makan Lokal
Ketua/Wakil 1.000.000 | 450.000 750.000 | 2.200.000
Ketua DPRD
Anggota DPRD 800.000 | 450.000 750.000 | 2.000.000
Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok :
Uang Harian {Rp./orang/hari)
Uraian Uang Uang Tranport Jumlah
| Saku Makan Lokal
KetuaWakil 650.000 300,000 150.000 | 1.100.000
Ketua DPRD
Anggota DPRD | 550.000 | 300,000 150.000 | 1.000.000
Kota Bogor dan Kabupaten Bogor :
Uang Harizan (Rp./orang/hari)
Uraian Uang Uang Tranport Jumlah
i Saku | Makan Lokal
Ketua/Wakil F00, 00 300.000 150.000 | 1.150.000
ketua DPRD
Anggota DPRD | &00.000 300.000 150:000 | 1.050.000 |

Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung

Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahl dan Kabupaten
Clanjur :
Uang Harian (Rp./orang/hari)
Uraian Uang Uang Tranport Jumilah
Saku Makan Lokal
Ketua/Wakil 750.000 450.000 150.000 | 1.350.000
Ketua DPRD
Anggota DPRD | £S0.000 450.000 150.000 | 1.250.000




Sanut, ﬁﬁ! Cimt, Kabupaten E‘rennn Kabupaten
‘Majalengka, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi

Uang Harian (Rp./orang/harl)

Uraian Uang Uang Tranport Jumlah
Saku Makan Lokal
Ketua/ Wakil 00,000 450.000 150,000 | 1.500.000
Ketua DPRD
Anggota DPRD | 800.000 450.000 150.000 | 1.400.000

fj. Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Clamis dan Kabupaten
Pangandaran ;

Uang Harian (Rp./orang/hari)
Uraian Uang Saku | Uang Tranport Jurniah
Makan Lakal

ketua/Wakil 1.050.000 | 450,000 150.000 | 1.650.000
Ketua DPED

Anggota DPRD 930.000 | 450.000 150,000 | 1.550.000

- Uang Representasi (fumpsum) untuk Ketua/Wakil Ketuz DPRD
sebesar Rp. 250.000-/hari dan untuk Anggots DPRD sehesar
Rp. 130.000,-/hari;

- Biaya Penginapan (at cost) sebagai berikut ;

a). Provinsi DKI Jakarta :
- Pimpinan DPRD sebesar Rp, 8.720.000,-/kamar/hari,
- Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,-/kamar/Hari,

b). Provinsi Jawa Barat :
- Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.664.000,-/kamar/hari.
- Apgguta DPRD sebesar Rp. 1.753.000,-/kamar/hari,
). Provinsi Banten :
- Pimpinan DPRD sebesar Rp, 3.808.000,-/kamar/hari,
- Anggota DPRD sebesar Rp. 1.430.000,-/kamar/hari.

d. Biaya Perjalanan Dinas di Luar Kabupaten Bekas, wilayah di luar
Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten diberikan sesuai
dengan moda transportasi yang digunakan.

Biaya Perfalanan Dinas Luar Kabupaten Bekasi untuk daerah di luar
Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dapat diberikan:
- Biaya transport (at cost) meliputi antara lain:

o Biaya BBM, tol, parkir

0 Biaya transportasi menuju dan dar bandara {at cost)

o Biaya taksi

0 Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Apl/ Bis/ Travel



Usng Harlan (Rp. orang/har)
Uraian Uang Saku | Uang Tranport Jumlah
Makan Lokal
Ketua/Wakil 1.000.000 450,000 750.000 | 2.200.000
Eatis DPRD
Anggota OPRD 800,000 450.000 750.000 | 2.000.000

- Uang representasi (Jumpsumm untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD
sebesar Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota DPRD sebesar

Rp. 130.000,-/hari;
- Biaya penginapan {at cost);

Kiasifikasi biaya Taksi, Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/
Travel, dan penginapan adalah sebagai berikut :

d.1. Satuan Blaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No. Provinsi Satuan Biaya Taksi
(Rp.)

1. | Aceh Kal 95.000,-
2. | sumatera Utara Kall 232.000,-
3. |Riau Kali 70.000,-
4. | Kepulauan Riau i 96.000,-
5. | Jambi Kl 60.000, -
6. | Sumatera Barat Kali 151.000,-
7. | Sumatera Selatan Kall 50.000,-
‘8. | Lampung Kali 123.000,-
9. | Bengkulu Kl 80.000, -
10. | Bangka Beltung Kol 60.000.-
11, | Banten Kl 306.000,-
12. | Jawa Barat Kali 60.000,-
13. | DKI Jakarta il 170.000,-
14. | Jawa Tengah Kali 50.000,-
15. | D.L Yogyakarta Kail 94,000,-
16. | Jawa Timur Kali 148.000,-
17. | Bali Kali 116.000,-




| Kalimantan Barat Kall 107.000,-
. | Katimantan Tengah al £0.000,-
22. | Kalimantan Selatan al 97.000,-
23. | Kalimantan Timur Kali 353.000,-
24, | Kalimantan Utara Kali 353.000,-
25. | Sulawesi Utara it 110.000;-
26. | Gorontalo Al 115.000,-
27 | Sulawesi Barat Kal 217.000,-
28. | Sulawesi Selatan el 128.000,-
29. | Sulawesi Tengah a 60.000,-
30. | Sulawesi Tenggara Kali 131.000,-
31. | Maluky Kali 171.000,-
32. | Maluku Utara it 174,000,
33. | Papua Kall 354.000,-
34. | Papua Barat it 130.000,-
d.2. Fasilitas Transpor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
MODA TRANSPORTASI
No.| PELAKSANA | PESAWAT | KAPAL | KERETA | LAINNYA
SPD UDARA | LAUT | API/BUS
1. | Pimpinan DPRD | Bisnig VIR f Spesial /| Sesuai
Kelas | Eksekutif | kenyataan
2. | Anggota OPRD | Ekonomi :E:Ias Eksekutif | Sesuai
| 1B kenyataan

d.3. Satuan Biaya Pe

Anggota DPRD
i _ :
Mo, Provins Satuan Pimpinan Angoota
DPRD DPRD
(Rp.) (Rp.})
1. | Aceh KH 4.420.000,- | 1.308.000,-
2. | Sumatera Utara M| 4.960.000,- | 1:206.000,-
3. | Riau KH 1 3817.000- Saets

nginapan Perjalanan Dinas Bagi Fimplnan dan




K | 3410000 [ 930000

KH | 4.000.000,- | 1:030.000,

K1 4240.000,- | 1:144:000-

‘Sumatera Selatan KH 4.680.000,- | 1-228.000,-

8. | Lampung = 3,960.000,- | +-299-000,-
9. | Bengkulu — 1300:000,- | 79-000°
10. | Bangka Belitung i 2.858.000,- | 1+199:000~
11, | Banten KH 3.808.000,- | 1-430.000,-
12, | Jawa Barat Lk 3.664.000,- | 1+753-000-
13. | DKI Jakarta KH §,720.000,- | 1-000.000,-
14. | Jawa Tengah KH 4,146,000, 1.452.000,-
15. | DI, Yogyakarta KH 4,620,000, | 1-248.000,-
16. | Jawa Timur kA 4.400,000,- | 1-359.000;-
17. | gal " | 4.ss1.000,- | 1-810:000-
18. | Nusa Tenggara Barat KH 3.429.000,- 1.222.000,-
19, | Nusa Tenggara Timur At 3.000.000,- | 1-000.000,-
20. | Kalimantan Barat "M | 2.400.000- | 1-130.000,
21. | Kalimantan Tengah KR | 3000000 | $PR0-
22. | Kalimantan Selatan Bl 4,250,000, | 1003000
23, | Kafimantan Timur K| 000,000 | 2375090
24, | Kalimantan Utara K| 400000~ | 1923000,
25. | Sulawesi Utara KH 3,200,000, | 1+553-000-
26. | Gorontalo SR R
27, | Sulawesi Barat KH 260,000, | 1-030-000,-
28. | Sulawesi Selatan M sy | A0
29. | Sulawesi Tengah KW | o000, | 12950%r
30. | Sulawesi Tenggara KH 1.850.000,- 1.070.000,-
31. | Maluku KH 3.000.000,- | +030.000,-
32. | Maluku Utara e 3.110,000,- | 1:512.000-
33. | Papua KH 2,850,000, | 1-524.000,-
34. | Papua Barat KH 2.750.000,- | 1-482.000,-

Dalam mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan

bukti pengeluaran yang sah (at-cost).



= L

1" dan sejenisnya  yang pelaksanaannya
3 nﬁm pihak/panitia penyelenggara atau Rapat Kerja

ﬁs&ienggarakan di hotel diberikan biaya transportasi,
mng haﬂan dan uang representasi perjalanan dinas  sebagai

a.l. Llang transport diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event
kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan
Provinsi Banten yang besarannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c atau biaya transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d untuk setiap event kegiatan diluar wilayah
Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provins! Banten.

e.2. Uang Saku.

e.3. Uang representasi untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar
Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota DPRD  sehesar
Rp. 130.000/hari,

2. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati Bekasi Nomar 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Bekasi berikut perubahannya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sebiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

—

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Mei 2014

’(ﬂ, BUPATI BEKAST &

a i NE’(
4 Hj. NENENGHASANAH YASIN



